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Pada hari ini, Selasa tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (4-12-2018),
yang bertanda tangan di bawah ini:

Fitrie Arianti., S.E., Selaku Direktur PT UNDIP CITRA CIPTAPRIMA, dalam hal
M.Si ini bertindak untuk dan atas nama PT UNDIP CITRA
CIPTAPRIMA, berkedudukan di Jalan Prof. Soedarto, SH

Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

Prof. Dr. Masrukhi, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, dalam hal

M.Pd ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah
Semarang, berkedudukan di Jalan Kedungmundu Raya No.18,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50273, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara mandiri disebut scbagai PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEGIATAN
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terciptanya suatu kerjasama yang efektif
dan berkesinambungan dari PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan kualitas Sumber
Daya Manusia dan kegiatan pendukungnya, agar terwujud Sumber Daya Manusia Perguruan
Tinggi baik dari Pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa dan lulusan yang unggul, berkualitas,
peka serta mampu mengelola dan memimpin perubahan




Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini ini meliputi:

1. Kegiatan pengembangan SDM untuk Pimpinan Perguruan Tinggi, diantaranya terdiri
dari: kegiatan pelatihan leadership strategy in disruptive era, change management in
digital era, leader as a coach and facilitator in change management

2. Kegiatan pelatihan untuk dosen meliputi pelatihan people development and pelatihan
teaching strategy

3. Kegiatan pelatthan pengembangan SDM untuk karyawan meliputi pelatihan grooming,
service excellent, leadership, problem solving, communication skill, dan self management

4. Kegiatan pengembangan SDM untuk mahasiswa dan lulusan meliputi:

a. Kegiatan persiapan dan pengembangan karir mahasiswa meliputi talent
development program, career information program, career preparation program,
dan career recruitment and selection program

b. Kegiatan penempatan tenaga kerja, vaitu kegiatan penyaluran lulusan perguruan
tinggi untuk mengisi posisi-posisi strategis dalam Perusahaan

c. Kegiatan pelatihan dan sertifikasi profesi dari berbagai bidang keahlian untuk
membekali mahasiswa dan lulusan agar memiliki kompetensi yang memadai
untuk memasuki dunia kerja

5. Kegiatan pendukung kegiatan pengembangan SDM meliputi:

a. Pelatihan tracer study “how to trace your alumni easily” dan pembuatan sistem IT
tracer study

b. Pelatihan pengembangan career center in milenial era dan pembuatan website
career center

c. Pembuatan sistem IT untuk nota dinas online, sppd online, controlling kinerja
karyawan online dan lain-lain

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
a. Mendapatkan data pelaksanaan kegiatan pengembangan SDM dari PIHAK KEDUA.
b. Mendapatkan data peserta kegiatan pengembangan SDM dari PIHAK KEDUA
¢. Melakukan riset terhadap mhasiswa lulusan dan civitas akademika lainnya dari PIHAK
KEDUA yang diperlukan untuk kegiatan pengembangan SDM

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
a. Melakukan kegiatan pengembangan SDM berupa pelatihan pengembangan SDM,
assessment, sertifikasi profesi, seleksi dan rekrutmen serta penempatan tenaga kerja, atau
kegiatan pengembangan SDM lainnya yang disepakati PARA PIHAK.




b. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA setelah
pelaksanaan kegiatan

¢. Memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset dan hasil kegiatan
pengembangan SDM yang dijalankan

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

(a) Mendapatkan layanan kegiatan pengembangan SDM dari PIHAK PERTAMA berupa
pelatihan pengembangan SDM, assessment, sertifikasi profesi, seleksi dan rekrutmen
serta penempatan tenaga kerja, atau kegiatan pengembangan SDM lainnya yang
disepakati PARA PIHAK.

(b) Mendapatkan laporan hasil riset dan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK PERTAMA
setelah pelaksanaan kegiatan

(c) Mendapatkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil riset dan hasil kegiatan
pengembangan SDM yang dijalankan PTHAK PERTAMA

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. Menyediakan data kegiatan pengembangan SDM kepada PIHAK PERTAMA
b. Menyediakan peserta untuk kegiatan pengembangan SDM yang akan dilakukan
¢. Melakukan publikasi kegiatan melalui media publikasi yang dimiliki PIHAK KEDUA
sesuai dengan kebutuhan
d. Menyediakan data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan riset pengembangan
SDM dari pihak kedua

Pasal 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun tahun dan terhitung mulai tanggal
| November 2018 sampai dengan | November 2023

Pasal 6
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila PARA PIHAK melanggar
ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin
mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja
Sama yang dikehendaki. Apabila sampai jangka waktu penghentian Perjanjian Kerja Sama
yang dikehendaki, PIHAK yang diberitahukan tidak memberikan jawaban, maka Perjanjian
Kerja Sama dinyatakan berakhir pada jangka waktu yang dimaksud.

(3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan apapun tidak membebaskan PIHAK




PERTAMA dan PIHAK KEDUA dari kewajiban-kewajiban dan/atau tanggung jawab
yang timbul sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Pengakhiran masa berlaku Perjanjian Kerja Sama dianggap sah dan berlaku apabila telah
tercapai kesepakatan di antara PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (Force Majeure)

(1) Tidak ada satu PIHAK pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertanggung jawab atas
kegagalan dan keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur
dalam naskah Naskah Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan kewajiban tertunda,
tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan force majeure yang diluar kontrol
PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas kepada hal-hal berikut seperti:

a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid atau bencana alam lainnya,
bencana ruang angkasa, pemberontakan, penyanderaan, huru-hara, sabotase, perang yang
terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya, yang mempengaruhi pelaksanaan
hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan,
perselisihan perburuhan masal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan
lainnya.

c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan
moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja
Sama ini.

(2) Apabila salah satu PIHAK mengalami salah satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa
sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) Pasal ini atau peristiwa lainnya yang dapat
dikategorikan sebagai force majeure, maka PIHAK tersebut harus segera memberitahukan
secara tertulis kepada PTHAK lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dengan dilampiri bukti secukupnya yang
diterbitkan oleh Kepolisian atau instansi berwenang lainnya.

(3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau
tidak ada tanggapan dari PIHAK lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pasal ini, dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut, serta masing-masing
PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara
musyawarah.

(4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlangsung terus
menerus untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari, maka PARA PIHAK wajib mengadakan
perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini, dan
sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk
menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik
Indonesia, dalam hal terjadi perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul




dart dan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja Sama int, kedua belah
pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.

(2) Jika dengan minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak dimulainya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk
menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 9
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat
untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan
serta bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah
atau putusan badan peradilan atau arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih
dari ketentuan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah,
tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat
dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini dengan aspek lainnya yang
mempunyai kesamaan dengan ketentuan vang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah,
tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan ditetapkan atas persetujuan
PARA PIHAK.

(2) Naskah Perjanjian Kerja Sama i tidak akan berakhir apabila terjadi perubahan atau
pergantian pejabat salah satu PIHAK selama dalam jangka waktu perjanjian.

Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal
sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-
masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
PT UND[P CITRA C[FT APRIMA




